




5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil 
kesimpulan bahwa BPJS Kesehatan  merupakan badan hukum publik yang bertanggung 
jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakann jaminan 
kesehatan nasional bagi seluruh rakyat  indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, 
penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran,  Perintis Kemerdekaan besertaa keluarga 
dan badan usaha lainnya  ataupun rakyat biasa.. 
 Penyelenggaraan  jaminan kesehatan melalui bapan penyelenggara jaminan sosial  
beberapa hambatan yg sering terjadi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui bppjs 
kesehatan antara lain perbedaan jumlah pembayaran klaim dengan yg dipertanggungkan. 
Dimana pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kesehatan lebih besar dari jumlah yg di 
pertanggungkan. Hal ini biasanya akan diatas dengan cara menyesuaikan jumlah yg tagihan 
dengan klaim yg dilakukn oleh verifikator bpjs kesehatan kabupaten tanah datar. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari kerugian peserta pbi dan non pbi serrta bpjs kesehaatan 
kabupaten tanah datar. Upaya yg dilakukan ini cukup konsisten dan ditangani dengan baik 







 Dalam hal ini penulis mengharapkan bahwa bpjs keesehatan kabupaten tanah datar 
dapatmenegmbangkan jaminan dlam segi kualitas. Selanjutnya  bpjs dapat melakukan 
pendekatan den memperbanyak sosialisasi degn masyarakat serta memberlkakukan kebijakan 
dg tegas agar masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai peserta juga memperkuat 
kedisiplinaan yg mencipatakn penyenlenggaraan yg bersih dan teratur. Sisstem tataa lakssana 
pelayaanan keesehatan, admministrasi dan keuuangan sehaarusnya di seederhanakan 
kemmbali agaar tiidak terrjadi pengaajuan kllaim yg lebbih beesar dari paada yang 
seharuusnya dipertangggungkan, dikarennakan haal terrsebut dapat meengakibatkan 
terlambatnyaa pennyelesaian pembaayaran klaim dan seemakin tinggiinya juumlah klaiim 
yanng maasuk.     
